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TUJUAN DARI PI 10% UNTUK DAERAH
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1. TERJADI KETERBUKAAN DATA LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI BAGI DAERAH MELALUI BUMD

SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKUKAN PERENCANAAN ANGGARAN YANG LEBIH

TEPAT BERDASARKAN PERKIRAAN DANA BAGI HASIL MIGAS YANG AKURAT

2. ALIH PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA BISNIS PROSES DARI INDUSTRI MIGAS KEPADA

PUTRA-PUTRI DAERAH SEHINGGA DAERAH DAPAT MEMBERIKAN DUKUNGAN YANG TEPAT PADA

KELANCARAN OPERASI MIGAS, SEKALIGUS MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAERAH DALAM

PENGELOLAAN INDUSTRI MIGAS

3. PARTISIPASI DAERAH DALAM PENGELOLLAN INDUSTRI MIGAS YANG PADAT MODAL DIHARAPKAN

LEBIH DAPAT MENGGERAKAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI EFEK BERUNTUN DARI

INDUSTRI MIGAS

4. PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI SUMBER PENDAPATAN BARU DARI DIVIDEN YANG DISETORKAN

BUMD DARI PENGELOLAAN HULU MIGAS

5. BUMD MIGAS DAPAT MENJADI BUMD YANG SEHAT DAN KUAT SEHINGGA DAPAT

MENGEMBANGKAN USAHA DALAM MEMBANTU AKSES ENERGI YANG LEBIH MUDAH BAGI
MASYARAKAT DI DAERAH.
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SURAT ADPMET DITUJUKAN KE PRESIDEN DAN METERI ESDM
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1. Tambahan 1,5% DBH Migas untuk ET (RUU HKPD), Kriteria Daerah Penghasil Migas -

untuk offshore >12 mil (ESDM?), DBH Migas untuk Pendidikan 0,5% dimintakan

regulasinya khusus untuk Pendidikan ET (Kemendagri)

2. Revisi Permen ESDM 1/2008 dan 3/2008 terkait sumur tua dan wilayah / lapangan

migas tidak aktif diserahkan kembali ke pemerintah untuk diberikan hal

pengelolaannya ke BUMD

3. Revisi Permen ESDM 32/2017 tentang Gas Suar supaya memasukkan BUMD sebagai

penerima manfaat - bukan lembaga LitBang

4. Surat ke Menteri ESDM untuk meminta BUMD dimasukkan juga dalam penugasan

pembangunan Jargas - bukan hanya BUMN - dan bisa memakai APBD

5. Rancangan Perpres Harga Listrik Energi Terbarukan


